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LAPORAN PERKEMBANGAN SIDANG MPW PENGADUAN MASYARAKAT

2018
NO. ASAL SURAT POKOK PERKARA KEPUTUSAN M/

1. MPD MOJOKERTO TERLAPOR diduga tidak membacakan isi akta Akta Nomor : 05/ Pts/MPWN.Prov
Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.10.17-42 | Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 19 dan Akta Timur/X1/2018
tanggal : 28 Oktober 2017 Kuasa untuk Menjual Nomor 20 tanggal 11 Pebruari Tanggal 28 Nopember 2018
Perkara : 2004, sehingga PELAPOR tidak mengetahui isi dari Amar :
Pelapor: L G perjanjian yang ia tandatangani Menolak laporan Pelapor s
Terlapor : Notaris M
Penetapan Majelis :
M.20.MPWN.Prov.Jatim.11.17
Tanggal : 1 November 2017
DITERIMA SEKRETARIAT : 1-11-2017

2. MPD MOJOKERTO PELAPOR merasa tidak pernah membuat Akta Jual Beli | Nomor : 02/ Pts/Mj.PWN.Pro
Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.03.18-21 | tertanggal 20 Desember 2008, Nomor 1302/2008 antara | Timur/X/2018
Tanggal : 19 Maret 2018 PELAPOR selaku penjual dengan Madun Basori alias Tanggal : 10 Oktober 2018
Perkara : Ahmadun Bashori selaku pembeli Amar :
Pelapor : D Permohonan Pelapor Tidal
Terlapor : Notaris G Y Karena terkait jabatan PPA
Penetapan Majelis :
M.01.MPWN.Prov.Jatim.04.18
Tanggal : 10 April 2018
DITERIMA SEKRETARIAT : 6-4-2018

3. MPD PASURUAN PELAPOR menyatakan tidak pernah membuat dan Nomor :06/Pts/MPWN.Provir
BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor: hadir dalam penandatanganan Akta Kuasa Untuk Timur/X1/2018
07.BAP/MPDN Kab. Pasuruan/Ill/2017 Menjual Nomor 10 Tanggal 22 Juni 2006 yang dibuat Tanggal (rencana dibacakan
Tanggal 31 Maret 2017 oleh TERLAPOR Desember 2018)
Perkara : Amar :
Pelapor: F P Menolak laporan Pelapor s
Terlapor : Notaris Y P
Penetapan Majelis :
M.16.MPWN.Prov.Jatim.10.17
Tanggal : 20 Oktober 2017

4. MPD MOJOKERTO PELAPOR merasa tidak pernah tandatangan Akta Nomor : 01/ Pts/Mj.PWN.Pro

Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.03.18-18
Tanggal : 19 Maret 2018

Perkara :

Pelapor : A

Terlapor : Notaris RD

Penetapan Majelis :

Nomor 04/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang jual
beli tanah objek sengketa antara Abdullah sebagai

Penjual dengan Agus Mulyana sebagai Pembeli

Timur/X/2018

Tanggal 10 Oktober 2018
Amar :

Permohonan Pelapor Tidal
Karena terkait jabatan PPA




M.02.MPWN.Prov.Jatim.04.18
Tanggal : 10 April 2018
DITERIMA SEKRETARIAT : 9-4-2018

MPD GRESIK

Surat Nomor : UM.MPDN GSK.08.17-49
Tanggal : 25 Agustus 2017

Perkara :

Pelapor: R H

Terlapor : Notaris A P

Penetapan Majelis :
M.18.MPWN.Prov.Jatim.10.17

Tanggal : 25 Agustus 2017

DITERIMA SEKRETARIAT : 30-8 -2017

TERLAPOR diduga membuat suatu utang piutang
dengan jaminan menjadi jual beli, sehingga objek
jaminan bernalik nama menjadi nama pihak ketiga

Proses perdamaian antar pit
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Perkara :
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Penetapan Majelis :
M.07.MPWN.Prov.Jatim.10.17

Tanggal : 20 Oktober 2017

DITERIMA SEKRETARIAT : 3-11 -2016

TERLAPOR diduga tidak amanah dan tidak menjaga
kepentingan pihak-pihak dalam menjalankan jabatannya
dengan menyerahkan secara sepihak kepada PT. HMP
sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat yang seharusnya
menjadi agunan pembiayaan PT. HMP di BMI Cabang
Kediri

Nomor : 04/ Pts/MPWN.Prov
Timur/X1/2018

Tanggal : 7 Nopember 2018
Amar :

mengusulkan kepada Majelis
Notaris untuk memberikan s:
PEMBERHENTIAN SEMEN
BULAN

MPD SURABAYA

Surat Nomor : UM.MPDN Kota
Surabaya.08.17.17

Tanggal : 23 Agustus 2017
Perkara :

Pelapor : WK

Terlapor : Notaris D C
Penetapan Majelis :
M.06.MPWN.Prov.Jatim.07.18
Tanggal : 30 Juli 2018
DITERIMA SEKRETARIAT : 31 Juli 2018

TERLAPOR diduga memihak Pembeli dengan ikut
memotong/menyetujui pemotongan denda secara
sepihak dan menindaklanjuti Akta Ikatan Jual Beli
menjadi Akta Jual Beli tanpa mengindahkan
persyaratan pelunasan pembayaran jual beli
sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang
mengatur jual beli hak atas tanah

Nomor : 03/ Pts/Mj.PWN.Pro
Timur/1X/2018

Tanggal : 24 Oktober 2018
Amar :

mengusulkan kepada Majelis
Notaris untuk memberikan sz
PEMBERHENTIAN SEMEN'
BULAN

MPD MALANG

Surat Nomor : 1059-Um-MPD Mig-I11-2018
Tanggal : 18 Juli 2018

Perkara :

Pelapor : SN

Terlapor : Notaris BB

Penetapan Majelis :
M.03.MPWN.Prov.Jatim.07.18

TERLAPOR diduga memalsukan surat-surat terkait
pembuatan perjanjian pengikatan jual beli atas objek
yang berada di Kab Pamekasan

Proses sidang




Tanggal : 30 Juli 2018
DITERIMA SEKRETARIAT : 20 Juli 2018

MPD MOJOKERTO

Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.07.18-
139

Tanggal : 26 Juli 2018

Perkara :

Pelapor : NI

Terlapor : Notaris M. A F.

Penetapan Majelis :
M.04.MPWN.Prov.Jatim.07.18

Tanggal : 30 Juli 2018

DITERIMA SEKRETARIAT : 30-7-2018

TERLAPOR diduga tidak mengembalikan sejumlah
keweajiban yang seharusnya diberikan kepada
PELAPOR

Proses Mediasi dan penyele:
TERLAPOR

10.

MPD MOJOKERTO

Surat Nomor : UM.MPDNMOJOKERTO.07.18-
139

Tanggal : 26 Juli 2018

Perkara :

Pelapor : DS

Terlapor : Notaris HS

Penetapan Majelis :
M.05.MPWN.Prov.Jatim.07.18
Tanggal : 30 Juli 2018

DITERIMA SEKRETARIAT : 30-7-2018

TERLAPOR diduga tidak amanah dengan tidak
menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang telah
disepakati dalam perjanjian dengan pihak Bank

Proses Mediasi dan penyele:
TERLAPOR
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